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Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda


BAB  I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu . Penyusunan Renstra SKPD ini sendiri sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan aturan /pelaksanaannya dimana Renstra SKPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottop-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. dan global dalam tatanan system manajemen pembangunan daerah.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992  tentang Perkoperasian 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda  Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021
1.3
Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM adalah dokumen perencanaan pembangunan Koperasi dan UKM periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. 
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM  adalah:

a. 
Mengetahui kinerja Dinas Koperasi dan UKM dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;

b. 
Memandu perencanaan pembangunan perkoperasian dan ukm  yang berkelanjutan;

c. 
Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;

d. 
Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun. 
1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM  Kota Samarinda Tahun 2016 –2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I 

Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.


BAB II 
Gambaran Pelayanan Dinas Dinas Koperasi dan UKM  Kota Samarinda ;berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM  Kota Samarinda, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM  Kota Samarinda 

BABIII  Isu-Isu Strategis; berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
BAB IV  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM  Kota Samarinda yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

BAB V 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif; 

berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;

berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII  Penutup
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas Pokok, Fungsi dam Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM   Kota Samarinda.
 Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dibentuk berdasarkan :
1 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 023 Tahun 2008, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi.

2.1.1  Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor :             023 Tahun 2008, tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

2.1.2   Fungsi
Dalam menyelanggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah (KUMKM);

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kelembagaan;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi;

g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

j. Pelaksana tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.13
Susunan Organisasi
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;  Pasal 50  terdiri atas :

1.  Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi :
a. Sub bag Umum;

b. Sub bag Keuangan; dan

c. Sub bag Perencanaan Program. 
3. Bidang Pemberdayaan UKM membawahi :
a. Seksi Pengembangan Usaha UKM;

b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UKM; 
c. Seksi Fasilitas Pembiayaan UKM;
4. Bidang Kelembagaan membawahi :

a. Seksi Organisasi dan Manajemen;

b. Seksi Hukum dan Advokasi; dan

c. Seksi Penyuluhan;

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :
a. Seksi Bina Usaha Koperasi;

b. Seksi Permodalan Koperasi; dan

c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian S/P (Simpan/Pinjam).

6. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi membawahi :
a. Seksi Pengawasan Koperasi dan UKM;

b. Seksi Monitoring Evaluasi Koperasi dan UKM; dan

c. Seksi Data dan Informasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
Bagan Struktur Organisasi
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2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM
1. Sumber Daya Pegawai
Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda per 31 Desember 2015 memiliki sumber daya manusia sebanyak 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) orang pejabat struktural, 35 (tiga puluh lima) orang pegawai non struktural, dan 8 (delapan) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan, dengan rincian sebagai berikut :

	No
	Jenis Kepegawaian
	Jumlah
	Keterangan

	1
	2
	3
	4

	1


	PNS


	56


	1.

2.

3.
	Eselon :

II

III

IV
Golongan :

I

II

III

IV
Pendidikan :

SD Sederajat

SMP Sederajat

SLTA Sederajat

Diploma Sederajat

S1 Sederajat

S2 Sederajat

S3 Sederajat
	1

5

15

-

13
33
10

-

1

22

1

27

6

1
	Orang

Orang

Orang
Orang

Orang

Orang

Orang
Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

	2
3
	PTTB
Jabatan Fungsional
	8
-
	-
-


	Jumlah
	64
	Orang


2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, Komputer, Laptop, barang inventaris, dan fasilitas kantor lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagaian besar dalam kondisi baik, dan diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran PAGU untuk tahun 2015 APBD Kota Samarinda  untuk dijadikan gambaran dalam menyusun PAGU Anggaran tahun 2016 APBD Kota Samarinda  

a.  Sumber Dana APBD 2011  s/d  2015
Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2009 pagu anggaran sebesar Rp. 32.115.329.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 58.277.708.000,- atau dari 14,32% menjadi 25,99% dari total anggaran Rp. 224.212.517.870,-. Sedangkan untuk realisasi keuangan, tahun 2009 mencapai 86,87%, tahun 2010 mencapai 83,86%, tahun 2011 mencapai 77,88%, tahun 2012 mencapai 88,52% dan tahun 2013 mencapai 90.71%. 
Pagu Dana indikatif selama 5 tahun pada tabel berikut :
	NO.
	JENIS BELANJA
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Belanja Tidak Langsung
	3.418.601.023
	3.792.311.771
	5.832.802.870
	6.064.851.731
	6.084.248.576

	2.
	Belanja Langsung
	2.171.039.150
	1.631.254.625
	4.067.282.816
	3.334.362.000
	3.136.299.160

	JUMLAH
	5.589.640.173
	5.423.566.396
	9.900.085.686
	9.399.213.731
	9.220.547.736


2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD 
Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UKM, perkembangan jumlah koperasi di Samarinda selama periode 2011 – 2015 mengalami pertumbuhan positif, ada koperasi yang dibubarkan dan pembentukan koperasi baru, koperasi yang tidak aktif diberikan pembinaan agar menjadi aktif atau beraktivitas sedangkan koperasi yang benar-benar tidak aktif dan tidak dapat dibina dikarenakan kepengurusan secara de vacto sudah tidak ada walaupun secara yuridis masih terdaftar secara badan hukum  . Pada 2011 Jumlah Koperasi sebanyak 1.213  unit dan meningkat menjadi 1.220 pada 2015, 
Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam tabel 
Tabel Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Tahun 2011 s/d 2015

	NO
	Uraian
	2011
	2012
	2013 
	2014
	2015

	1
	Jumlah koperasi aktif
	1,032
	1.062
	986
	991
	896

	2
	Jumlah koperasi tidak aktif
	181
	175
	189
	221
	324

	3
	Persentase Koperasi Aktif
	85,08%
	85,85%
	83,91%
	81,75
	79.64%

	
	Jumlah Koperasi
	1.213
	1.237
	1.175
	1.211
	1.220


Sedangkan jumlah UKM yang telah dibina juga mengalami pening-katan. Pada 2011 jumlah UKM sebanyak 26,280 UKM dan meningkat menjadi 36.847 UKM pada akhir 2015, dengan perbandingan Usaha Kecil sebanyak 32.334 unit dan Usaha Menengah sebanyak 4.413 Unit. Jumlah UKM dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Usaha Kecil Menengah 

Tahun 2011 s/d 2015

	NO
	Uraian
	2011
	2012
	2013 
	2014
	2015

	1
	Jumlah seluruh UKM
	26,280
	27,682
	28,973
	36,747
	36,837

	2
	Jumlah BPR/LKM
	0
	0
	0
	0
	10

	3
	Jumlah UKM non BPR/LKM
	26,280
	27,682
	28,973
	36,747
	36,847

	4
	Persentase UKM Aktif
	85%
	86%
	87%
	88%
	88 %


Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 Kota Samarinda, pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda terdapat 2 (dua) indikator RPJMD dimana hingga akhir 2015  belum tercapai pada indikator persentase koperasi aktif sedangkan pada Usaha Mikro dan Kecil dapat tercapai. 
Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2011 – 2015 secara akumulatif pada Dinas Koperasi dan Kota Samarinda pada tabel berikut 
	No.
	Indikator
	Target  RPJMD
	Realisasi   RPJMD

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Persentase Koperasi Aktif
	85.5 %
	86%
	87%
	88%
	89%
	85.08%
	85.85%
	83.91%
	81.75%
	79.64%

	2.
	Usaha Mikro dan Kecil
	84%
	85%
	86%
	87%
	88%
	85%
	86%
	87%
	88%
	88%


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 
Dalam menghadapi periode RPJMD 2016 – 2021, kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan Koperasi dan UKM periode 2016 – 2021 di Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar berikut :
	STRENGTH (Kekuatan)
1. Komintmen dan Kebijakan terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat kuat

2. Koperasi dan UKM dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian, dikarenakan koperasi dan UKM hanya relatif membutuhkan modal kecil dan bersifat padat karya.
3. Tingginya keanekaragaman  potensi dan produk daerah
	WEAKNESS (Kelemahan)
1. Masih rendahnya kewirausahaan dan kompetensi SDM Koperasi dan UKM

2. Rendahnya pemanfaatan teknologi dan keterbatasan permodalan

3. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran 

	OPPORTUNITY (Kesempatan)
1. Regulasi tentang Koperasi dan UKM memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan Koperasi dan UKM

2. Adanya alokasi pembiayaan dari Kementrian Koperasi dan UKM melalui LPDB dan KUR
	THREAT (Ancaman)
1. Tantangan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

2. Perkembangan Ilmu pengetahuan, Teknologi Informasi dan persaingan global


Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM,  UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, Permendagri No. 83  Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah,  selain itu Pemerintah Kota Samarinda juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM  yaitu : 

Peraturan Walikota Samarinda tentang Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota Samarinda tentunya mem-berikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM.
Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi Koperasi dan UKM dalam mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembebasan biaya ijin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan adanya perjanjian ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Kota Samarinda pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara. 

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2016 – 2021  adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai motor penggerak perekonomian. 

2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk Koperasi dan UKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya akses pasar, dan terbatasnya permodalan. 

3. Perlunya peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. 

BAB  III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. 
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN KOPERASI DAN UMKM 
Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda antara lain adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan RJPMD yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda adalah :
1. Terbatasnya Jumlah Aparatur Pembina

2. Terbatasnya Kemampuan manajerial Pengurus Koperasi dan UKM Banyak Koperasi dan UKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
3. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UKM
4. Pemasaran produk Koperasi dan UKM masih sebatas pasar lokal
5. Masih terbatasnya SDM koperasi dan UKM dalam pengetahuan teknologi dan informasi
6. Rendahnya daya saing   Koperasi dan UKM dalam memasuki pasar global
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintah  Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan berwawasan Lingkungan”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan  6 (enam) misi sebagai-berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegrasi tinggi, professional dan inovatif
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang Akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas serta berdaya saing nasional dan internasional
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.
Guna mendukung 6 misi diatas Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 9 Agenda prioritas yang terdiri dari :
1. Optimalisasi pengendalian banjir

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

3.
Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang professional, berkarakter dan religius

4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan

6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif

7.
Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan

8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah

9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mendukung pencapaian target pembangunan pada misi ke-4 yaitu Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan, dan mendukung Prioritas ke 5 Pemerintah Kota Samarinda, yaitu Pengentasan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
3.3. Telaah RENSTRA Kementrian Koperasi dan UKM RI 
Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015 – 2019, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan misi terdiri atas : 

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM. 

3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. 

4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. 

5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. 

dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin di-capai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2015  – 2019 yang meliputi : 

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. 

2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. 

4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM. 

5. Penguatan kelembagaan Koperasi. 

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas : 

1. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%. 

2. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun. 

3. Tersedianya sistem informasi KUKM online. 

4. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun. 

5. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru. 

6. 100 Program OVOP berhasil. 

7. 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi. 

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUT – KUKM) di daerah melalui APBN Tugas Pembantuan/DAK. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah.
3.3. Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Koperasi dan UKM di Kota Samarinda.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda  senantiasa memperhatikan isu – isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM. 

Sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda 2016 – 2021 yang menyatakan bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2021 difokuskan pada perluasan akses kredit bagi perempuan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelompok wanita usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para ibu pelaku usaha. 

3.4 ISU STRATEGIS 
Dari penjelasan diatas terdapat dua isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi dan UKM 2016 – 2021, yaitu : 

1.  Rendahnya daya saing   Koperasi dan UKM dalam memasuki pasar global dan MEA

2. Belum Optimalnya  kualitas SDM Koperasi dan UKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan Teknologi Informasi.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1   VISI dan MISI
Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan Koperasi dan UKM, telaah visi misi Pemerintah Kota Samarinda  dan  Renstra Kementerian Koperasi and UKM RI, serta isu – isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Samarinda. Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintah  Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan “
Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota tersebut dengan berbagai kebijakan untuk mewujudkan visi tersebut ,  maka  telah disepakati visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda Tahun-2016-2021 adalah : 
“Terwujudnya Aparatur yang Handal dalam Mengelola Koperasi dan UKM yang berdaya saing”
Penjelasan kata-kata atas “Visi” Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda adalah, sebagai berikut :
Terwujudnya Aparatur yang handal adalah aparatur yang tangguh, pantang menyerah dalam membina koperasi dan UKM

Berdaya saing  adalah menjadikan Koperasi dan UKM yang memiliki kemampuan dalam Penguatan Sumber Daya dengan segala potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan global.
Agar tujuan dapat tercapai maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa Misi yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda  adalah:
1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pembina  
Fokus misi ini adalah dengan Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM  pembina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) demi meningkatkan pelayanan prima. Permasalahan utama dalam pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah belum optimalnya kompetensi dan ketrampilan SDM pembina yang mengikuti diklat teknis.
2. Mewujudkan Koperasi yang sehat dan berdaya saing

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan citra koperasi, membina dan memberdayakan Koperasi agar lebih aktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan pangsa pasar dengan menciptakan produk  yang berdaya saing  tinggi
Misi ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan suatu usaha nyata dalam pembangunan bidang Koperasi dan UKM, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk itu diperlukan pengembangan produk-produk daerah yang berdaya saing.
4. Mewujudkan SDM Koperasi dan UKM yang berkualitas
Misi ini diarahkan pada kebijakan  peningkatan  kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola Koperasi dan UKM yang kompeten dan professional, penumbuhan wirausaha baru. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia gerakan Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM
Misi ini diarahkan pada kebijakan  meningkatkan kemampuan UKM mengembangkan jaringan usaha dan peningkatan akses  permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan peranannya. Misi juga menunjukan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi ingin dicapai. Untuk itu dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan-masukan dari pelanggan (Stakeholder), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

4.2    TUJUAN dan SASARAN  
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021.
Adapun tujuan Rencana Strategis  Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
1, Misi pertama “Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina’  dengan tujuan sebagai berikut :

· Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas  Aparatur  
· Meningkatkan  Profesionalisme  Aparatur  
Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pembina koperasi dan UKM
2. Misi kedua Mewujudkan Koperasi yang sehat dan berdaya saing dengan tujuan sebagai berikut :
·  Meningkatkan persentase jumlah Koperasi  aktif
Sasaran : Meningkatnya persentasi koperasi yang aktif dan berkualitas
3. Misi ketiga  Meningkatkan pangsa pasar dengan menciptakan produk  yang berdaya saing  tinggi dengan tujuan sebagai berikut :
· Meningkatkan produk  UKM yang berdaya saing tinggi 

Sasaran : Bertambahnya produk UKM yang mempunyai daya saing
4. Misi keempat Mewujudkan SDM Koperasi dan UKM yang berkualitas dengan tujuan sebagai berikut  :
· Meningkatkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM yang kompeten
Sasaran : meningkatnya jumlah SDM pengelola koperasi dan UKM  yang kompeten
5. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM dengan tujuan sebagai berikut  :
· Meningkatkan jumlah UKM yang dapat mengakses permodalan
Sasaran :  

· Meningkatnya UKM yang terfasilitasi mendapatkan permodalan
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA  SAMARINDA

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda.  Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dijabarkan sebagai berikut :
1,
“Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina’  
    Strategi : 
· Peningkatan kualitas dan keterampilan Aparatur 
Kebijakan :
· Penyertaan Diklat Aparatur bagi pembina Koperasi
2.
Mewujudkan Koperasi yang sehat dan berdaya saing
Strategi :
· Melakukan pembinaan koperasi yang tidak aktif
     Kebijakan :

·    Pemberdayaan terhadap koperasi yang tidak aktif
3. Meningkatkan pangsa pasar dengan menciptakan produk  yang berdaya saing  tinggi
Strategi :
· Pembinaan UKM dalam menggali komoditas daerah

Kebijakan :
· Melakukan kegiatan lomba UKM kreatifitas dan inovatif berbasis komoditas lokal 
4. Mewujudkan SDM Koperasi dan UKM yang berkualitas
Strategi :
· Meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi dan UKM dengan melibatkan kaum perempuan
Kebijakan :
· Pelatihan dan bimtek yang berbasis manajerial dan kompetensi bagi pengurus koperasi dan UKM  dengan melibatkan kaum perempuan
5. Meningkatkan akses permodalan bagi UKM
Strategi :
· Fasilitasi temu usaha UKM dengan  Perbankan/BUMN/BUMD dengan melibatkan kaum perempuan
Kebijakan :
· Fasilitasi perijinan usaha dan permodalan
Selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel berikut :
BAB  V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2016-2021 dapat dilihat pada  tabel berikut :
BAB  VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda  untuk diwujudkan dalam kurun waktu  5 tahun.  Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Samarinda  yang diproyeksikan setiap tahunnya. Adapun indikator dapat dilihat pada tabel..berikut. : 
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada  RJPMD Kota Samarinda
Tahun 2016 s/d 2021
	No.
	Indikator
	Satuan
	Target   RPJMD

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	Persentase Koperasi Aktif
	%
	79.64%
	80%
	81%
	82%
	83%
	84%

	2.
	Jumlah UKM yang dibina
	Orang
	755
	800
	840
	882
	927
	925


BAB  VII
P E N U T U P

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda untuk periode 2016 s/d 2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan mencapai keberhasilan yang sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Strategis Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.
Oleh karena itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan strategik ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.
Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda periode tahun 2016 s/d 2021 ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing bidang, untuk itu semua aparatur harus melaksanakan dengan baik, akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Demikian Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda disajikan dengan harapan dapat membawa kemajuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh jajaran yang mendukung kemajuan Koperasi dan UKM yang ada.

Samarinda, 09 September 2016

Kepala Dinas,

Drs. Muhammad  Yamin, M.Si

NIP. 19590524 198002 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda tahun 2016 - 2021  telah selesai dilaksanakan. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan 
Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda pada umummnya dan Dinas Koperasi dan UKM pada khususnya untuk mengidentifikasi gambaran, potensi  dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda tahun 2016 -2021 dan  merupakan  acuan  dalam penyusunan program pembangunan serta merupakan  tolak ukur keberhasilan pembangunan di Bidang Koperasi & UKM di Kota Samarinda.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam pembuatan Renstra ini disampaikan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Samarinda

Drs. Muhammad Yamin, M.Si

NIP. 19590524 198002 1 002
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